PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 76 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA DAN MEKANISME PROMOSI DAN MUTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA MELALUI

Menimbang

Mengingat :

TALENT POOL DAN RENCANA SUKSESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI BARITO KUALA,

bahwa dalam rangka pembinaan karir dan
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito
Kuala serta memberikan kesempatan yang sama  dalam
menduduki Jabatan  Administrator dan  Jabatan
Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Barito Kuala, maka guna mendapatkan pejabat yang
memenuhi Kompetensi, Kualifikasi dan persyaratan
yang dibutuhkan jabatan serta memiliki
integritas, perlu melalui mekanisme pengisian yang tepat
melalui rencana suksesi hasil talent pool;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengisian Jabatan Administrator dan
Jabatan Pengawas melalui Penyiapan Kader Potensial di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
ReformasiBirokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan
Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15
Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016
Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TATA CARA DAN MEKANISME
PROMOSI DAN MUTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO KUALA MELALUI TALENT POOL DAN
RENCANA SUKSESI



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
azas otonomi dan tugas pembatuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

3. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.

4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

7. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya

disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Barito Kuala.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito
Kuala.

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
pada instansi pemerintah.

10. Promosi Jabatan adalah proses pengangkatan ke dalam jabatan yang
lebih tinggi.

11. Mutasi Jabatan adalah proses pemindahan dari satu jabatan ke jabatan
lain yang setara sesuai dengan jenjang eselon.

12. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indoneisa yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
untuk memenduduki jabatan pemerintahan.

13.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas,
tanggung jawab,wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Negara
dalam suatu satuan organisasi.

14. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

15.Jabatan Administrator adalah sekelompok pegawai ASN yang
bertanggung jawab memimpin pelaksanan seluruh kegiatan pelaksanaan
seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan

pembangunan.
16. Jabatan Pengawas adalah sekelompok pegawai ASN yang
bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang

dilakukan oleh pejabat pelaksana.

17. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yg bertanggung
jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.



19.Pejabat Pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

kewenangan menetapkan pengangkatan,pemindahan,dan pemberhentian
pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil
negara diinstansi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pejabat yg berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,pemindahan dan
pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

Pejabat administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yg
menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.

Talent Scouting adalah sesuatu kegiatan penilaian dalam
rangka penelusuran potensi,kompetensi,dan kualifikasi lain yg
dibutuhkan guna mendapatkanPegawai Negeri Sipil yang potensial
menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas.

Kader Potensial adalah pegawai negeri sipil potensial hasil
dari pelaksanaan penyiapan kader potensial menggunakan Talent
Scouting untuk pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas.
Kelompok Kader Potensial yang selanjutnya disebut Talent Pool
adalah kelompok PNS potensial hasil penyiapan kader potensial
menggunakan Talent Scouting sebagai kandidat yang dapat
dipertimbangkan umtuk dipromosikan dalam jabatan Administrator dan
Jabatan Pengawas.

Penilaian Potensi dan Kompetensi adalah prosedur yang
distandarisasikan untuk megukur potensi dan kompetensi pegawai.
Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan

sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang
spasifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk
memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap/perilaku yang dapat diamati,diukur dan dikembangkan terkait
dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku, dan budaya, perilaku wawasan kebangsaan ,etika ,nilai
nilai moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang
jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuia ddengan peran, fungsi dan
Jabatan.

Tim Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil = yang selanjutnya disebut
TPKPNS adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan
pertimbangan kepada  pejabat Pembina  Kepegawaian dalam
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan
Administrasi.

Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan
wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit,
agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan umur, atau kondisi
kecacatan.



BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam
rangka pelaksanaan promosi dan mutasi dalam jabatan administrator dan
jabatan pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Penyiapan pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala bertujuan mendapatkan
calon pejabat yang mempunyai potensi dan kompetensi untuk menduduki
jabatan administrator dan jabatan pengawas.

BAB III
PROMOSI, MUTASI, PENETAPAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JANJI
JABATAN/PELANTIKAN

Bagian Kesatu Promosi
Pasal 4

(1) Promosi ke dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas dilakukan
berdasarkan kebutuhan organisasi yang mengacu pada kekosongan
jabatan.

(2) PNS yang dapat dipromosikan ke dalam jabatan administrator dan jabatan
pengawas adalah PNS yang masuk dalam Daftar Kelompok Kader

Potensial.

Pasal 5
Tata cara pelaksanaan Promosi meliputi :

1. Mengacu pada kekosongan jabatan yang ada pada Perangkat Daerah,
kepala Perangkat Daerah mengusulkan PNS yang akan
dipromosikan  kedalam jabatan administrator atau jabatan
pengawas kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah
dan Kepala BKPP.

2. Usulan promosi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS
yang telah  memenuhi syarat dan diutamakan yang telah lolos proses
manajemen talenta.

3. Dilakukan verifikasi dan pembahasan dalam sidang TPKPNS
terhadap usulan kepala Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan
penilaian kinerja, kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan disiplin.



(1)

(3)

Hasil sidang TPKPNS dilaporkan kepada Bupati berupa pertimbangan
PNS yang dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan dalam Jabatan
Administrator atau Jabatan pengawas, untuk mendapatkan penetapan
Bupati.

Bagian Kedua
MUTASI

Pasal 6

Mutasi dalam Jabatan Administrator dan Jabatan pengawas
dilaksanakan berdasarkan perbandingan obyektif antara
kualifikasi, kompetensi dan evaluasi penilaian atas prestasi kerja.
Mutasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan kebutuhan organisasi.

Administrator dan Pengawas yang yang akan di mutasi / rotasi
berdasarkan  pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan
berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapatkan persetujuan
Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 7

Tata cara pelaksanaan mutasi jabatan meliputi :

1.

2.

(1)

Kepala Perangkat Daerah mengusulkan PNS yang akadan di mutasi
dengan pertimbangan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja, serta

lamanya dalam menduduki  jabatan  kepada  Bupati dengan
tembusan kepada Sekretaris daerah dan Kepala BKPP;

Usulan Kepala Perangkat Daerah kemudian diverifikasi dalam
sidang TPKPNS dengan mempertimbangkan perbandingan obyektif

antara kualifikasi kompetensi dan evaluasi penilaian atas prestasi kerja;
Hasil sidang TPKPNS dilaporkan kepada Bupati berupa pertimbangan
PNS yang dapat dimutasi dalam jabatan Administrator atau jabatan
Pengawas untuk mendapatkan penetapan Bupati;dan

Bupati menetapkan PNS yang akan dimutasi dengan
memperhatikan pertimbangan TPKPNS.

Bagian
Ketiga

Penetapan, Pengambilan Sumpah Janji
Jabatan/pelantikan

Pasal 8
Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan

Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan
peraturan perundang- undangan.

(2) PNS yang diangkat dan dilantik dalam Jabatan Administrator dan jabatan

(3)

pengawas wajib mengangkat sumpah jabatan.
Bunyi kalimat sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.



Pasal 8
Keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan berlaku sejak pelantikan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Barito Kuala.

BAB VII
KETENTUANPENUTUP

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 13 Oktober 2021

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
Pada tanggal 13 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENBARITO KUALA

H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 76



